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PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat
dan karunia-Nya, dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dapat disusun dan
diselesaikan dengan baik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah (Bapperida) Kabupaten Kapuas.

SOP ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Bapperida Kabupaten Kapuas
dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.
Dokumen ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance), serta mendukung perencanaan pembangunan daerah yang tepat
sasaran dan berkelanjutan.

Dalam penyusunannya, SOP ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan memperhatikan kebutuhan riil di lingkungan kerja. Dengan SOP ini, diharapkan
setiap proses kerja dapat berjalan dengan lebih terstruktur, terukur, dan dapat
dipertanggungjawabkan,

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih bersifat dinamis dan terbuka terhadap
perubahan serta penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan
organisasi ke depan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh
pegawai dan pemangku kepentingan dalam memberikan masukan yang konstruktif.

Akhir kata, semoga SOP ini dapat menjadi pedoman kerja yang bermanfaat dalam
meningkatkan kualitas perencanaan, riset, dan inovasi daerah di Kabupaten Kapuas.

Kuala Kapuas, Juni 2025

Riset dan inov aerah Kabupaten Kapuas,

Kepala Badan Pegencanaan Pi?banggnan

Ahmad Muhammad $aribi, 5.5i, MT
- Pembina Utama/Muda (1V/c)
NIP.1973051¥1998031006



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET
DAN INOVASI DAERAH

JI. Tambun Bungai No.53 A Teip {(0513) 21484 Fax (0513) 21909 Kode Pos 73514
KUALA KAPUAS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 100.3.6/ 20 [/S-V/BAPP/TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
D! LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN KAPUAS

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi
dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Kapuas dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) sebagai acuan dalam implementasi pelaksanaan administrasi
pemerintahan;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada SOTK dan
Sistem Kerja ASN, maka keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor :
11.A/BAPP/S V/085/111/2018 tentang Standar Operasional Prosedur
(SOP) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas perlu untuk dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Kapuas.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2012 tentang Pelayanan
Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintah di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten /
Kota;



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

7. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;

8. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Kapuas.

MEMUTUSKAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Kapuas.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Sekretariat;

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia;

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Perekonomian, SDA,
Infrastruktur dan Kewilayahan;

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Riset dan Inovasi
Daerah;

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA
diatas merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat /
pelaksana administrasi dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Surat Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . Kuala Kapuas
Pada tanggal : 24 Juni2025

ncanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kapuas,
/

Kepala Badan
Riset dan Ino

/}

Ahmad Mullammad Safibi, 5.5i, MT
Pembina Utama Muda' (IV/c)
NIP. 197305111998031006



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP 1100 .3 ¢ /20 /g-v /Barr /Tamun po8s

Tanggal Pembuatan S AT _dym_ 8035

Tanggal Revisi 19 Jumt 3085

Tanggal Efekif 84 Juri 3035 I £

Disahkan Oieh Kepalp Bapperida F
Nama SOP Administrasi Surat Masuk

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas

di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum

Tata Naskah Dinas.

3 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan,

2

1. Memahami pedoman tata naskah dinas/kearsipan
2. Mengetahui tentang jenis-jenis surat
3. Mampu mengoperasikan komputer

4  Peraturan Bupati Kapuas Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kode Kiasifikasi
Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
5 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
Keterkaitan : Peralatan/Periengkapan :
1 1 Kertas Kerja;
2 Perangkat Komputer,
3 Prnter,
4 Lembar Disposisi;
5 Cap/ Stempel;
6 ATK
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1 Apabila SOP Administrasi Surat Masuk Tidak Dijalankan Sesuai Prosedur, Maka
Pelaksanaan Administrasi Surat Masuk Tidak Dapat Berjalan Dengan Baik

Agenda Surat Masuk meliputi Nomor Surat, Tanggal Surat, Asal dan Tujuan Surat




Pengelolaan Surat Masuk

: Pelaksana M ki
No. Uraian Prosedur sy Ket
P JIF Sekretaris | Kepala Persyaratan / Kelengkapan Waktu QOutput

1 Menerima, memberikan nomor dan - Buku agenda surat masuk 30 menit |Swat  masuk  yang
mencatat dalam lembar disposisi dan buku -— S o Lembar disposisi telah dilampiri
agenda surat masuk dan menyampatkannya | \lembar disposisi
kepada Kepala

2 Membaca, mencermati dan mendisposisi Surat masuk yang telah dilampiri| 1 hart [Surat masuk telah
surat masuk ke Sekretariat atau bidang yang| lembar disposisi didisposisi oleh
sesuai substansi / materi dalam surat dan Kepala
menvyerahkannya kepada JP / IF

8. Menerima dan mencatat disposisi Kepala ke Surat  masuk  yang  telah| 30 menit [Surat  masuk  telah
dalam buku agenda, mendokumentasikan didisposisi oleh Kepala Badan terdokumentasi dan

surat masuk yang berupa undangan, serta
mengklatifikasi dan mendistribusikan surat
ke bidang sesuai disposisi pimpinan

Lie

terdistribusikan




[Nomor SOP 100.3.¢ /20 /5-v /BAW /TAwir 2085
Tagggal Pembuatan 13 Aurt 2025
Tanggal Revisi 19 4L 5005
Tanggal Efektif 24 )
Disahkan Oleh o
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP Kenaikan Gajl Berkala

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang - Undang Nomeor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Nomor § Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

1 Memiiiki kemampuan pengolahan data sederhana
Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP Usul Kenaikan Pangkat 1 Perangkat Komputer,
2 Printer,
3 ATK
4 Cap / Stempel;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1 Apabia SOP Kenaikan Gaji Berkala Tidak Dijalankan Sesuai Prosedur, Maka
Pelaksanaan Kenaikan Gaji Berkala Tidak Dapat Diproses dan Berjalan Dengan
Baik

Disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy sebagai data untuk arsip




Pengelolaan gaji berkala :

Pelaksana Mutu Baki
No. Uraian Prosedur i s Ket
P /IF Kasubbag Sekretaris Kepala Persyaratan / Kelengkapan | Waktu Output
1. |Memeriksa dan menyusun daftar pegawai Buku kendali kenakan gaji| 30 menit |Daftar nama pegawai
yang akan mendapatkan kenaikan gaji berkala
berkala
2. |Membuat Draft surat kenaikan gaji berkala Daftar nama pagawai 45 menit |Draft surat kenaikan
gaji berkala
= S
3. |Menerima, mencermati dan mengkoreksi K ¢ Draft SK kenaikan gaji berkala 30 menit [SK  kenaikan  gaji
kenaikan gaji berkala untuk selanjutnya I berkala yang telah
diberi paraf dan diserahkan kepada I e diparaf kasubbag
sekretaris - {
!
L
4. |Menerima, mencermati, memberi paraf dan L J SK kenaikan gaji berkala yang| 30 menit [SK  kenaikan  gaji
diserahkan kepada  kepala untuk telah diparaf kasubbag berkala yang telah
ditandatangani | diparaf sekretaris
!
1
5 Menerima, mencermati, menandatangani SK kenaikan gaji berkala yang| 30 menit |SK  kenaikan  gaji

dan menyerahkan kembali kepada bagian
kepegawalan untuk proses selanjutnya

telah diparaf sekretaris

berkala yang telah
ditandatangani
kepala




Mencatat dan memberi nomor pada buku
penomoran untuk selanjutnya digandakan|
sesual kebutuhan dan diberi stempel

SK kenaikan gaji berkala yang| 30 menit

telah ditandatangan kepala

SK  kenaikan

Baji

berkala yang telah

ok digandakan dan
- distempel
|
|
!
Penyampaian SK Kenaikan gajl berkala ‘ SK kenalkan gajl berkala yang| 30 menit [SK  kenaikan  gaji
kepada pegawai yang bersangkutan dan === telah digandakan dan distempel berkala

bagian keuangan




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP - 00-3.6 /30 /s-v /eppp /1avin soas
Tanggai Pembuatan L1t s 20295

Tanggal Revisi 13 Aum_ 2025

Tanggal Efektif 24 w2085,

Disahkan Oleh la Bapperidd

paten Kap;ds..

Ahmad Mluhammag Saribi, $.Si, M.T
1998031006

Nama SOP Usul Kenaikan Pangkat

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS

3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negen Sipil
4 Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS

1 Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
Mengetahui tugas / fungsi sistem, prosedur dan aturan kepegawaian
3 Mampu mengoperasikan komputer

~N

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP Gaji Berkala 1 Perangkat Komputer;
2 Printer,
3 ATK
4 Cap/ Stempel,

Parirgatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1 Apabila SOP Usul Kenaikan Pangkat Tidak Dijalankan Sesuai Prosedur, Maka
Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Tidak Dapat Berjaian Dengan Baik

Disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy sebagai data untuk arsip




Pengelolaan Kenalkan Pangkat:

Pelaksana

Mutu Bako

No. Uraian Prasedur Ket
o/ IF Kasubbag Sekretaris Kepala Persyatatan / Kelengkapan Waktu Output
1. |Memeriksa dan menyusun daftar pegawai Buku kendali kenaikan pangkat | 30 menit [Daftar nama pegawai
vang akan naik pangkat
2. |Membuat surat usulan kenalkan pangkat Daftar nama pegawai 45 menit [Surat usulan
beserta lampirannya kenaikan pangkat
3. [Menerima, mencermati dan mengkoreksi) 4 Surat usulan kenaikan pangkat 30 menit |Surat usulan
surat usulan kenaikan pangkat untuk kenaikan pangkat
selanjutnya diberi paraf dan diserahkan yang telah diparaf
kepada sekretaris ’ |kasubbag
|
f
4. |Menerima, mencermati, memberi parafl dan v Surat usulan kenaikan pangkat| 30 menit [Surat usulan
diserahkan kepada Kepala Badan untuk yang telah diparaf kasubbag kenaikan pangkat
ditandatangant ’ yang telah  diparaf
{ sekretaris
|
5. Menerima, mencermati, menandatangani v Surat usulan kenaikan pangkat] 30 menit [Surat usulan
dan menyerahkan kemball kepada Sub) yang telah diparaf sekretaris kenaikan pangkat|
Bagian  kepegawaian  untuk  proses yang telah
selanjutnya ditandatangani
kepala
6. |[Mencatat dan memberi nomor pada buku Surat usulan kenaikan pangkat | 30 menit |Surat usulan
penomoran untuk selanjutnya digandakan yang telah ditandatangani kepala kenaikan pangkat
sesuai kebutuhan dan diberi stempel B RN i yang telah

digandakan dan




distempel

Mengirimkan surat usulan kenaikan pangkat
dan lampirannya ke BKPSDM

Sural usulan kenaikan pangkat
yang telah digandakan dan
distempel

60 menit

Surat usulan
Kenaikan Pangkat




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP 100.3.6 /80 /s-v /eave /1avon a02s
Tanggal Pembuatan 13 Sui 2026
Tanggal Revisi 19 4ot 9086 ‘
Tanggal Efektf 24 Mwm  a008) / ;
Disahkan Oleh . la Bapperida
paten Kapuss, /
/
Ahmadj ribi, $.Si, M.T
98031006
Nama SOP Pengajuan Cuti

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

1. Mengetahui tugas / fungsi sistem, prosedur dan aturan kepegawaian

2  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS 2. Mampu mengoperasikan komputer
3  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan PP Nomor Tahun
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
4  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil
5 Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tatacara Pemberian Cuti PNS
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 1 Perangkat Komputer,
2 Printer,
3 ATK
4 Cap/ Stempei,
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1 Apabila SOP Pengajuan Cuti Tidak Dijalankan Sesuai Prosedur, Maka Pelaksanaan
Pengajuan Cuti Tidak Dapat Berjalan Dengan Baik

Disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy sebagai data untuk arsip




Pengelolaan pengajuan cuti :

No. Uraian Prosedur i SN Ket
P /IF Kasubbag Sekretaris Kepala Persyaratan / Keengkapan Waktu Output
1. [Menyerahkan surat blanke permohonan Blanko permohonan cuti 10 merit |Blanke penmohonan
cuti kepada pegawal yang mengajukan cuti  yang  telah
permohonan cuti ditandatangani
atasan langsung
secara berjenjang
2. |Menerima blanko yang telah terisi dan Blanko permohonan cutl yang! 30 menit [Draft surat
membuat surat persetujuan ijin cuti dan telah  ditandatanjani  atasan persetujuan ijin cuti
menyampaikannya kepada Kasubbag Umum langsung secara berenjang
dan Kepegawaian
3. |Menerima dan mencermati surat Draft surat persetujian ijin cutt | 15 menit |Draft surat
persetujuan  ifin - cuti  untuk  dikoreksi persetujuan ijin cuti
berdasarkan peraturan yang berlaku dan yang telah diparaf
memberikan paraf serta menyerahkan | kasubbag
|kepada sekretaris |
4. |Menerima, mencermati dan memberi paraf, ' Surat pemberian ijn cuti yang{15 menit |Surat persetujuan ijin
kemudian menyerahkan kepada Kepala » telah diparaf kasubtag cuti  yang  telah
Badan diparal sekretaris
5. [Menerima, mencermati dan | Surat persetujuan iin culi yang{15 menit [Surat persetujuan ijin
menandatangani surat persetujuan ijin cuti | telah diparaf sekretris cuti  yang  telah
dan menyerahkannya kembali kepada Sub ditandatangani
Bagian kepegawaian 1‘ Kepala Badan
6. |Menerima, memberi nomor dan i - Surat pemberiin  ijin  cutl] 10 menit [Surat pemberian ijin
mencatatnya dalam agenda e J yang telah dilandatangani cuti yang  telah
Kepala Badan ditandatangani oleh
kepala diberikan
nomor dan dicatat
dalam buku agenda
7. |Mengarsipkan  surat  persetujuan  cuti, Surat persetujuan  ijin cutij30 menit [Surat persetujuan ijin

memberi stempel dan menyerahkan kepada
pegawai yang mengajukan permohonan cuti

yang telah diandatangani
aleh kepala,  diberikan
nemor dan diatal dalam
buku agenda

cuti  yang telah
diserahkan  kepada
yang bersangkutan




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP - 100.3.6 /20 /s-v /eme [1awon  pte%
Tar_’rg_galPembuatan - 13 dumr 20265
Tanggal Revisi 14 Juny 205
Tanggal Efektif a4 Al 5085 [l A
Disahkan Oleh
Ahmad Muhammad
Nama SOP Pengajuan Pensiun

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

—

Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
Mengetahui tugas / fungsi sislem; prosedur dan aturan kepegawaian

3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 11 Mampu mengoperasikan komputer
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
5 Peraturan BKN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis
Penetapan dan / atau Penyesuaian serta Pemberian Selisih Pensiun Pokok
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 Perangkat Komputer,
2 Printer,
3 ATK
4 Cap/ Stempel;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1 Apabila SOP Pengajuan Pensiun Tidak Dijalankan Sesuai Prosedur, Maka

Pelaksanaan Pengajuan Pensiun Tidak Dapat Berjalan Dengan Baik

Disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy sebagai data untuk arsip




Pengelolaan pensiun :

Pelaksana

Mutu Baku

No. Uraian Prosedur Ket
PJIF Kasubbag Sekretaris Kepala Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output
1. |Memeriksa data DUK untuk mengetahul - Buku penjagaan pensiun 30 menit [Data pegawai yang}
pegawal yang akan pensiun akan pensiun
2. |Menyampaikan kepada PNS vyang akan Data Pegawai yang akan pensiun | 1 hari  |Berkas-berkas
pensiun untuk melengkapi berkas pensiun pensiun
3. [Mengoreksi berkas pensiun dan membuat v |Berkas-berkas pensiun 45 menit |Berkas dan  surat
pengantar usulan pensiun pengantar usulan
pensiun
4. |Menerima, mencermati dan memeriksa Berkas dan sural pengantar] 15 menit {Berkas dan  surat
kelengkapan berkas dan surat usulan usulan pensiun usulan pensiun yang
pengajuan pensiun serta memberikan paraf P | telah diparaf
| kasubbag
|
5. |Menerima, mencermati dan memberikan v |Berkas dan surat usulan pensiun| 15 menit [Berkas dan  surat
paraf pada sural usulan pengajuan pensiun yang telah diparaf kisubbag usulan pensiun yang
L - telah diparaf
[ sekretaris
|
6. |Menerima, mencermati dan memberikan | Berkas dan surat usulan pensiun| 15 menit |Berkas dan  surat!
tanda tangan pada surat usulan pengajuan v vang telah diparaf sekretaris usulan pensiun yang
pensiun dan menyerahkan kembali kepada telah ditandatangani
bagian kepegawaian  untuk  diproses kepala
selanjutnya
7. |Mencatat, memberi nomar dan Berkas dan surat usslan pensiun| 30 menit [Berkas dan  surat
menggandakan sesuai kebutuhan kemudian - Aot o bt yang telah ditandatangani kepala usulan pensiun yang!
dikirim ke BKD dan BPKAD telah ditandatngani
Digandakan dan
diberi stempel




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

[Nomor SOP 0. 3:-b /2v [y-v /pare /Tawst 9025
Tanggal Pembuatan 13 Aumi 9086
Tanggal Revisi 14  Jum 3036
Tanggal Efektif 24 4wl 3035
Disahkan Oleh
Ahmad Myhammad Safibi, S.Si, M.T
T
Nama SOP Administrasi Surat Keluar

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Daerah.

2 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum
Tata Naskah Dinas.

3 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan.

4  Peraturan Bupati Kapuas Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kode Klasifikasi
Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

5 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas

1. Memahami pedoman tata naskah dinas/kearsipan
. Mengetahui tentang jenis-jenis surat
3. Mampu mengoperasikan komputer

N

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 1 Kertas Kerja;

2 Perangkat Komputer,
3 Printer;
4 Lembar Disposisi;
5 Cap/ Stempel,
6 ATK

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1 Apabila Administrasi Surat Keluar Tidak Dijalankan Sesuai Prosedur, Maka
Pelaksanaan Administrasi Surat Keluar Tidak Dapat Berjalan Dengan Baik dan
Agenda Pelaksanaan Kegiatan serta Informasi Tidak bisa disampaikan tepat waktu.

Pelayanan administrasi surat keluar yang tertib dan teradministrasi dengan baik adalah
salah satu pendukung bagi kelancaran tugas aparatur sesuai dengan tupcksinya, dan
disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual.




Pengelolaan Surat Keluar |

Wi Braissiut Pelaksana Mutu Baku Ket
- WP/IF Kasubbag | Sekretaris Kepala Persyaratan / Kelengkapan Waktu | Output

Mengetik draft surat sesuai petunjuk / Perintah / arahan dari kepala subj 45 menit {Konsep surat sesual
arahan kepala sub bagian berdasarkan bagian dengan pokok:
pokok permasalahan dan tata naskah dinas, permasalahan  dan
kemudian menyerahkan kemball kepada |pedoman tata naskah
kasubbag untuk dikoreksi dinas

Menerima, memeriksa/koreksi dan Konsep surat sesual dengan| 15 menit |[Konsep surat vyang
menyerahkan kembali kepada IP / IF untuk pokok permasalahan  dan telah dimintakan
kemudian dimintakan persetujuan secara pedoman tata naskah dinas |persetujuan  secara
berjenjang dan selanjutnya dimintakan paraf berjenjang

kepada sekretaris

Membaca, mencermati, mengoreksi dan

Konsep surat yang telah

15 menit [Konsep surat yang|

memberikan paraf sebelum ditandatangani dimintakan persetujuan secara telah di paraf]
Kepala Badan berjenjang sekretaris
Membaca, mencermati dan Konsep surat yang telah di paraf{15 menit |Surat yang telah
menandatangani surat yang telah di paraf sekretaris ditandatangani
oleh sekretaris dan menyerahkannya kepada kepala
JP / JF yang ada di sekretariat
|

Memberikan kode nomor sesuai dengan isi | Surat yang telah{15 menit [Surat vyang telah
surat, nomor dan tanggal surat, selanjutnya e i ditandatangani kepala digandakan sesual
|mencatat ke dalam buku agenda - Buku agenda surat keluar kebutuhan dan

- Stempel distempel
Menggandakan sesuai  kebutuhan dan - Surat yang telah digandakan] 2jam |Surat terdistribusi
mendistribusikan surat sesual alamat yang dan diberi stempel sesuai dengan alamat
dituju Tujuan




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

Nomor SOP 100.3.6 /30 /s-v /maer /1awuv gvas
Tanggal Pembuatan A1 Aun) soes
Tanggal Revisi '8 Ayt poss
Tanggal Efektif 24 4
Disahkan Oleh
AHMAD MUHAMMAD SARIBI, S8.Si., M.T
Nama SOP Cleaning Service

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Mengerti tata cara kebersihan
2. Memiliki rasa tanggung dan kewajiban
3. Menjaga serta merawat kebersihan di lingkungan kantor

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 1 Alat-alat Kebersihan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1 Apabila SOP Kebersihan Tidak Terlaksana maka Kebersihan Kantor Tidak Berjalan
dengan Baik.

Kebersihan di Lingkungan Kantor Terjaga dengan Baik




CLEANING SERVICE :

No. Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Cleaning Service

P /IF

Kasubbag

Sekretaris

Kepala

Persyarstan / Kelengkapan

Output

Ket

1. |Menyusun jadwal pemeliharaan kebersihan
dan kenyamanan kantor

Komputer dan Printer

30 menit

Jadwal

2. [Mengatur dan menata sarana dan prasarana Bahan Kebersihan dan Alat Kebersihan |60 menit Sarana dan Prasarana
tempat kerja |{setiap hari} Kerja tertara dengan)
Baik
3. | Membersihkan sarana dan prasarana kerja |Bahan Kebersihan dan Alat Kebersihan |60 menit Kehersihan Sarana
\[sﬂiﬂp hari}  |dan Pranlam'
tempat Kerja
4. [Memelihara dan merawat sarana dan Bahan Kebersihan dan Alat Kebersihan  [60 menit {Sarana dan Prasarana
prasarana kerja . ] (setiap har)  [Kerja Terpeﬁhral
T et dengan Baik
5. |Membuat laporan kinerja dan melaporkan , [Notuien 30 menit Kesepakatan  upayal
kepada kasubbag kepegawaian (setiap hari)  |Kenyamanan Kantor




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

Nomor SCOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektf

Disahkan Oteh

Nama SOP . Operator Komputer

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami pedoman tata naskah dinas/kearsipan
. Mengetahui tentang jenis-jenis surat
3. Mampu mengoperasikan komputer

LS

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1

Kertas Kerja;
Perangkat Komputer,
Printer;

Lembar Disposisi;
Cap / Stempel,

ATK

Lo L o S

Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan 4
1




OPERATOR KOMPUTER :

kepada kasubbag kepegawaian

dalam kerja

Pelaksana
No. Uraian Prosedur M. Kel
Operator Komputer 1P/ IF Xasubb Sekretaris Kepala Persyaratan / quﬂhpan Waktu Output
1. |Menyusun jadwal Operator Komputer. i Komputer dan Prinfer 30 menit |ladwal
& Mengetik draft surat sesual petunjuk / Perintah [ arahan darl JP/IF atau| 45 menit {Konsep surat sesuai
arahan IP/IF atay kepala sub bagian kepala sub bagian dengan pokok
berdasarkan pokok permasalahan dan tata - il il e permasalahan dan
naskah dinas, kemudian menyerahkan pedoman tata naskah
kembali untuk dikoreksi 1 dinas
3. |Menerima, memeriksa/koreksl dan Kensep surat sesuai  dengan| 15 menit [Konsep surat yang
menyerahkan kembali kepada IP / JF untuk pokaok permasaahan dan telah dimintakan
kemudian dimintakan persetujuan secara pedoman tata naskah dinas persetujuan  secara
Wbeffenm dan selanjutnya dimintakan ——— berienisng
paraf kepada sekretaris |
i
4. |Membaca, mencermati, mengoreksi dan Konsep surat yang  telah| 15 menit [Konsep sural yang
memberikan paraf sebelum ditandatangani ldimintakan persetvjuan secara telah di paraf]
Kepala Badan berjenjang sekretaris
5. |Membaca, mencermati dan Konsep surat yang telah di paraf{15 menit |Surat yang telah
Imenandatangani surat yang telah di paraf sekretaris ditandatangani
oleh  seksetaris  dan  menyerahkannya kepala
kepada IP / JF yang ada di sekretariat
6. |Memberikan kode nomor sesual dengan isi - Surat yang telah{15 menit |Surat yang telah
surat, nomor dan tanggal surat, selanjutnya . ditandatangani kepala digandakan  sesual
mencatat ke dalam buku agenda Buku agenda surat keluar kebutuhan dan
| - Stempel distempel
7. |Menggandakan sesual kebutuhan dan ¢ - Surat yang telah digendakan] 2 jam [Surat  terdistribusi
mendistribusikan surat sesual alamat yang ik dan diberi stempel sesual dengan alamat
dituju tujuan
8. [Membuat laporan kinerja dan melaporkan Notulen 30 menit [Kesepakatan  upaya




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

Nomor SOP 100. 3G /80 /s-v /papp /Tawun 2025
Tanggal Pembuatan 13 A goow
Tanggal Revisi 14 Aum 2098
Tanggal Efektif 24 A 0025

Disahkan Oleh

AHMAD MUHAMMAD/SARIBI, S.Si., M.T
1973051 ¥1998031008

Nama SOP Security (Petlgas Keamanan)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

. Mempunyai Perilaku Sopan, Ramah dan Tegas

. Mempunyai Pengetahuan Tentang Hukum dan Peraturan
. Mempunyai Keterampilan Berkommunikasi yang Baik

. Mempunyai Kondisi Fisik yang Baik

B W R -

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1

Petungan

Kunci Gembok

Telpon

Seragam Tugas Keamanan
ATK

Buku Tamu

WM b WK =

Peri ngatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1 Apabila SOP Keamanan Tidak Terlaksana maka Keamanan dan Ketertiban Kantor
Tidak Berjalan dengan Baik.

Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Kantor Terjaga dengan Baik




SECURITY (PETUGAS KEAMANAN) :

kepada kasubbag kepegawaian

¥

i

keamanan kantor.

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Ket
Persyaratan /
i P/ IF K, Sekretari
Security /1) asubbag retaris Kepala Kelenghapan Waktu Outpurt
1. |Menyusun jadwal jaga petugas Keamanan. _ Kemputer dan 30 menit Jadwal
[ | ]*{ } Printer
2. |Menjaga keamanan kantor 5menit |Terciptanya suasana
[ dan  kondisi yang
TGRS aman
|
3. |Menyapa dan mempersilahkan tamu untuk Buku Tamu 10 menit |Terisinya data
mengisi buku tamu. pengunjung di buku
tamu.
4. |Memberikan Informasi atau petunjuk sesuai 10 menit {Informasi yang
dengan keperiuan tamu. diperiukan
tersampaikan.
5. |Mempersilahkan tamu untuk bertemu ¢ 30 menit [Tamu bertemu
dengan orang yang dituju. dengan orang yang di
tuju.
6. [Membuat laporan kinerja dan melaporkan Notulen 30 menit |Kesepakatan  upaya




Nomor SOP

00.2.6 /20 /8-v/ Rap /1awun_ 2ppes
3_Aum_ 2028

Tanggal Pembuatan

Tangsa.l Revist

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

1an

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN
INOVASI DAERAH

Bidang Sekretariat/ Subbag Keuangan dan Aset

Judul 80P Pengajuan LS Belanja Gaji/Belanja Barang dan Jasa

/Belanja Modal

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangen Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Na.42, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 6322)

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mampu mengoperasiken komputer

2. Peraturan Pemerintah Rl No.5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas
Atas Peraturn Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Gaji PNS
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 20242 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 7
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 79);
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
SOP Penyimpanan Arsip 1. ATK
2. Komputer dan jaringan intranet
3. Printer

4. Sistem Informasi Pemerintah Daeranh (SIPD)

?’erhqntnn

Pencatatan dan pendataan

Pengajuan LS tersimpan pada Aplikasi SIPD
Pengajuan LS Belanja Gaji dan Tunjangan/Belanja Barang dan Jasa/ Bejanja Modal
meliputi :
1. SPP/SPM Gaji PNS/Kekurangan Gaji/ TPP Berdasarkan Beban Kerjadan Kondisi
Kerja

SPP/SPM Belanja Barang dan Jasa/Belanja Modal
Kelengkapan SPJ Belanja Barang dan Jasa/Belanja Modal

2
3




wé-::nbuat' draf pengﬂjuar; I.S

" indwal

10 Menit

disampaikan ke
BPKAD

Berkas

Gaji/Benja Barang dan  Jasa/ pengajuan /peri Pengajuan SPP
Belanja Modal sesuai ntah PA LS Gaji/Belanja
padwal/ perintah Kaban selaku Langsung/Belan
Pengguna  Angparan (PA)  can ja Tidak
menyampaikan ke Kasubag Langsung
Keuangan dan Aset
Menerima, meneliti draf pengajuan Berkas 30 Menit  |Berkas
LS Gaji dan TPP, Memverifikas Pengajuan SPP Pengajuan SPP
berkas, jika sudah sesuai meka Ls Gaji/ LS Gaji/
embaran verifikasi di tandatangani Belanja Belanja
dan  mencetak SPM  kemud an Langsung/Belan Langsung/Belan
disampaikan kepada Kaban Selaku ja Tidak ja Tidak
Pengguna Anggaran jikas berkas Langsung Langsung
ndak sesuai maka di kembalikan
kepad JFU
Menerima berkas pengajuan SPP can Berkas 20 Menit | Pengajuan LS
SPM LS Gaj dan TPP, meneliti, Pengajuan SPP Gaji/Belanja
menandatangani dan menyampaikan dan S3PM LS Langsung/Belan
ke JFU untuk di proses lebih lanjut Gaji/ Belanja ja Tidak

Langsung/Belan Langsung

ia Tidak
Menerima, mengagenda dan [ ’ Pengajuan  LS{30 Menit |Pengajuan LS SOP
menyampaikan Pengajuan LS Gaji/ Belanja Gaji/Belanja Penvimpanan
Gaji/Belanja Barang dan Langsung/Belan Langsung/Belan Arsip
Jasa/Belanja Modal ke BKAD serta Eelﬁai ja Tidak lia Tidak
mengarsipkannyz Langsung Langsung vang

GUNAN RISET
KAPUAS




PEMERINTAH KABU N KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

RISET DAN INOVASI DAERAH

Bidang Sekretariat/ Subbag Keuangan dan Aset

Nomor SOP

| Tanggal Pembuatan

w|

Langgel Revis)

 Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Riset dan

Judul SOP

PERSEDIAAN

UANG (?.m TAMBAH UANG (Tu)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, lentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomar 6322},

2. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomo 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Pengeloiaan Keuangas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noemer
1781)

3 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 7
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 79),

1 Memiliki kemampuan pergolahan dita sederhana
2. Mampu mengoperasikan komputer

|Keterkaitan Peralatan/periengkapan
2 S0P Penyimpanan Arsip 1 ATK

2. ¥omputer dan janngan inranet

3. Printer

4 Sistem informasi Pemerintah Daeran (S1PD)
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Pengajuan UP, GU, TU tersimpan pada Aplikasi SIPD

Berkas Pengajuan UP, GU, TU

Kwitansi

Nota Permintaan Dana (NPD)

Kelengkapan SPJ GL), LUO, TU

Surat Pengantar SPP-GU, UP, TU

Ringkasan SPP-UP, GU, TU

Rincian SPP-GU (SPP3)

SPTJM SPP UP, GU, TU

Sural pengesahan SPJ atas penggunaan dana UP, GU ddan TU yang diajukan

G~ b R -




Pejabat  Pelaksanaan  Teknis
Kegiatan {PPTK} menyusun rencana
kebutuhan hiaya pelaksanaan
kegiatan dan memerintahkan JFU
selaku  Bendahara Pengeluaran
untuk mengajakan Ganti Uang (GU)
atatt Tambah Uang (TU) Persediaan
sesuai kebutuhan

e
rencana
kebutuhan
biaya kegiatan

10 Meni:

rencana
kebutuhar,
biaya kegiatan
dan perintah

2 Menerima, menelit pengajuan rencana 10 Meni; Berkas
GU/TU persedian dan * ] kebutuban Pengajuan SPP
menyampaikan ke Kasubag q biaya kegiatan GU/TU
(Keuangan dan Aset — dan periritah

3 Mengajukan draf GU/TU Berkas 30 Meni: Berkas
persediaan dan  menyarapaikan 1 Pengajuan Pengajuan SPP
Ekepada Kasubbeg Kueangan dan Y SPP GU;TU GU/TU
iAset selaku Fejabat Penatausahaan

4 Menerima draf pengajuan GU/TU, Berleas 30 Meni: Berkas
memverifikast berkas, jika berkas Pengajuan Pengajuan SPP
sudah sesuni maka lembaran . BPP GU/TU dan SPM
verifikasi  di tandatangari  dan GU/TU
mencetak S5PM kemudian
disampaikan ke Kadin jika berkas y
tidak sesuai maka di kembhalikan ke
Kasubag Keusngan dan Aset

5 Menerima berias pengajuan 3PP dan _Jl Berkas 20 Meni: Pengajuan
SPM GU/TU, meneliti, Pengejuan Gu/TuU
menandatangeni dan menyarepaikan SPP dan 8PM
ke JFU untuk di proses lebih lanjut 1 j GU/TU




0. | Uraian Prosedur SeRTEE ETEEREY S 44 Iy = :
= R TR |Raban/PA|  PPTK gkapan | Woks T owmpet . |
6 [Menerima, mengagenda dan Pengajuan 30 Menit Pengajuan sSopP
menyampaikan Pengajuan UP ke GU/TU GU/TU yang | Penvimpanan
BPKAD serta mengarsipkannya disampaikan Arsip
ke BPKAD

NIP."1973051¥ 199803 1 006




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

RISET DAN INOVASI DAERAH

Bidang Sekretariat/ Subbag Keuangan dan Aset

Nomo' SOP 0U-8.6 /20 /s-v /eepp /1ovun 2025 |
| Tanggal Pembuatan 13 Aum 2026

| Tanggal Revisi 19 4umt apas, .

Tanggal Efexti 24 s 508y 7

Disahl:an oleh &

Kepala Baca

Tanggal Pengesahan

{

Jucul 30P

Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Feraturan Pemernten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25

Tambahan Lembarar, Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
2. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan

Feahsas) APBD

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2 Mampu mengoperasilian komputer

Peralatan/perlengkapan

1. £OP Penyimpanan Arsip

1. ATK

3. Piinter

2. Komputer dan jaringan intranet

4. S stem Informas: Pemmerintah Daerah (SIFD)

{Peringatan

Pencztatan dan pendataian

masinj-masing kegiatan

Data sang dibutuhkan adalah Laporan SP. bulan dan target realisasi keuangan
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Tanggs Pecibunsn 17_Jdum 260w
[Tangg Revs 2 dun) 8025
_;_:;p%:;npum" 24 4““‘ 2has
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS ST ¥ oA -~ el b
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN . s Inovesl Deeray
RISET DAN INOVASI DAERAH
Bidang Sekretaria! Subbag Keuangan dan Asel
Judyl SOP —F’;nymunan Liporan Kuuargand

sar Fukum

Hualfikasi pelaksina

Trhun 2006 Nomor 25 Tamtahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4514)
Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019, tertang Pengelolaan Keuangan Dasrah (Lembaran Negara Re publk Indonesia Tahun 20 1§ Nomor 42,

Timbahan Lembaran Negari, Reputitk Nomaor 5322),

‘& ai
1. Poraturan Pemerintah Nomo: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinena Instansi Pemarntat (Lembaran Negara Repulik Indonesia i

Memilii kemarmnpuan pengolshan data sederhana

Mamgi) Mengoperasikan komputer

3 Puwaturan Merten Dalam Negeri Nomo 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dierah (Berita Negara Raepuolik Indonesia
Tishun 2020 Nomor 1781)
4  Puwaturan Daerah Kabupaler Kapuss Nomor 7 Tehun 20242 tentang Pengelciaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupatun Kapuas Tahun
2022 Nomor 7 Tambahan Le nbaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomaor 79)
(Keterkaitan Peralatan/parienghap
[Keterkatan Peralaten/ poriengkapan
1 SOP Penysmipanan Arsip 1 ATK
2 Komp ter dan jarmgan ntranet
3 Prntar
4 Sistem Infornasi Pemanntah Dasrah (SIPD)
{Peringalan Pencatatan dan pendataan

Laporan Kewangan Perang«at Daerah rwnimal terdin aias
1 Laporen Realsast Anggaran (LRE)

2
3

Neracs

Catatas atas Laporan Koyangan




Pelaksann Mutu Baku
No. Urainn Prosedur ; Ket
Kaban | Sekretaris | Kasubag JFU Kelengkapan | Waktu Cutput
1 [Menerma surat dan BPKAD penhal permintagn Laporan| surat masuk 5 mentt surat masuk dan S0P Admir istrasi
Feuangan Perangkal Daerah dan memberkan  disposisi| aisprss Surat Masuk
kepada Sekrelars unluk nenyusun Laporan Keuangan
2 [Menenma disposisi 0@y membenkan disposis  Kepada surat masuk din 5 menit sural masuk dan
Fasubag Keuangan dan £sel untuk menyiapkan dala dispossi disprsisi
3 [Memenntahkan JFU seaku bendahara pengeluaran dan sural masuk dan 5 manit surat masuk dan
penguius barang untuk menyiapkan data dukung sebagail [ dispossi cdispasisi
Lahan laporan keuangan
4 |Menyiapkan dala dukung sebagai bahan laporar keuangan surat masuk can 120 Menit Bahan laporan
can menyerahkan ke Kasubbag Keuangan dan Aset $ disposisi Keuarngan
5 [Menerima. meneiiti dan memaral laporan Keuingan dan Bahan aporar 300 menit Draft Laporan
melaporkan ke Kaban keuangan kauangan
6 [Menenma menslill dan gani laporan keuang Draft Laporan 30 mentt Laparan keuangan
kA disetujui ditandatangani, jka bdak dikempalikan ke T keuangan
Sekretaris dan memenniahkan JFU untuk membual surat 1
pengantar dan mengirim ka BPKAD
v
7 [Menerimamengagenda dan mengiim ke BHLAD sera Laporan keuangan 156 menit Laporan keuangan | SOP Penyimpanan
riengasip u disampaian ke Arsip
BPRAD
GUNAN




Nomcr SOP

108.3.6 /a6 /s-y /som _/1ovun 2095

Tanggal Pembuatan

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN
INOVAS| DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Bidang Sekretariat/ Subbag Keuangan dan Aset

17 _sum_ 8626
Tanggal Revisi 19 Auth 2038
Tangga Pengesahan M A 2896
Disahka
TN Gy Kepala Badap Perencanaan Pembangunan

Risef Jdan Inovasi Daerah
/

<

Judul SOP

Penatausahaan Bara ng

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 33)
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milk Daerah (Berila Negara Rapublik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

2. Mampu mengoperasikan komputer

Ketarkaitan Peralatan/perlengkapan
1 At Tulis Kantor (ATK)
2 Komputer
3 Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Pencatatan Pada Laporan Barang Persediaan




Pelaksana Mot Beku
! Prassdur
s . Kadin Sexrotaris Kasulag U Ketonghaan Wakra output
[ Wharerimn Damng, mamanksa svang (korndisl Bek, mark Jinis. Tarang, knia & e Araft lacoran
[ oginm) sesusl Oangan mm menghitung  jurvmh| g arans (Aaads), baang dan
b4 rang (bask dan baang b gy yervior (e Darang yang teleh
n“mmmmmmm a0@) dtempel stke
| untk BEMENG INventais Lena) ventans
-mmtmmq teusngan can Aset
S
2 [Moredma diafl laporan bamrg dan mengecsk ulang baa Tirafl lapoan 32 mece Draft laporan
yang telah diempel stker, meribensan paraf pada drak laporen) barang bawang
begang  yang sudah sesus dan menyamgakan kegaca ]
Sexnmtans
3 [Maresma meneld Dan memaal dm® iapoan barasg teria Drafi laponn 4 met Caf laporan
T priysminaikan kepadla Kavar Barang Bamng
4 [Moredma. menedl dan monaidstangan deal laporan baiang] Draft lapoan Tmew Lapomn Barang
seia menyeratkan kepada JF ) untuk dnimpun Sebaga behan Barang
lnoran bulisnan Uwidan semester dan tshunan
@ [Maryusun ieporan bilanan irwlan semester dan tahunai L mporan Baang 0 ment L Harang.
af bxas dan membuat deal sir laporan kepada BKAD dan KIBABCD. EF,
dil gpockan kepads alasan langrung Sural Perganta
Lapomn barang
7 [Manedma menell  memand -unn m imnhﬂ MEME, S | Draft lapoan B mend Lapotsn
ster Gan b P kepada S Bwang KIBABCD E.F,
] e
Lapoman tarang
8 [Marelt laporan tulnan, mwiian semaster dan tahunan ke Drafl mpoan SOment Lapoan Berang,
setupy diparel den dingkiksn Fepods Kepsis Dinas. jua s sish Barang KIBABCD E =
du ermbalen utiuk Orevis Surat Penganta:
Lagporan batang
—t——
§ |Manenma mene can meandatangan laporan Sulatan, Draft laponn B ment Laparan Barang.
e vulan, dan tahunan sens kepada (FU Basang KIBABCD E =,
Surmat Penganta-
Laporan barang
10 [Manenma mengagendas can nenginm sufat ladoran ouigan Sural lapotan 13 ment Laporan Barang,
tiwulan.  semester  den  tahwnan ke  BKAD  serta Irtwian KIBABCD E.F,
mongars phannya Surat Pengania’
k) g




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

RISET DAN INOVASI DAERAH

Bidang Sekretariat/ Subbag Keuangan dan Aset

Nomar SOP 100.3 .6 /an [ a-y /ﬁaf? /‘]ﬂﬂm_aﬁ_.._.
Tanggal Pembuatan 11 St 2086
Tanggal Revis: 14 Aoy 2085
Tanggal Pengesar an 24 jurh 2085
Disahkan oleh
fa
Kapzda Bad ncaran Pemiangunan
Ris an Inovasi Daergh
-
M. SARIBIS.Si, MT
NIP. 18730511 14 1006
Judul SOP

Perawatan Kehdaraan Dinas Roda Empat

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pumerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomaor 33)

2 Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tanun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milic
aerah (Berita Nega a Republik Indonesia Tanhun 2016 Nomor 547)

1 Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mampu mengoperasikan komputer

|Ketercaitan

{Peralatan/perlenc kapan

1 Buku Service
2. STNK

3 BPKB (jika diperiukan)

|Perinjatan

Pencatatan dan pendataan

Apabia SOP ini idak djaliinkan maka dapat berakibat

1 HKendaraan dinas tidek akan terawat dengan baik
ering terjadi kerusakan pada kendaraan dinas karena tidak ada yang merawal dan memperhatikan
pajaknya

Pencatatan pada tiuku Service




Mutu Baku

No. Uraian Prosedur Keterangan
Sekreturis Kasubag JFU Kelengkapan Waktu Output
1 |Membuat rencana jadwal service can jadwal - e, Buky s@rVIS dan STNK 15 Manit | Jadwal service dan jadwal
pernbayaran  pajak  sesual jaluh  tempo/perbaikan] mulai pembayaran pajak
kendaraan
2 |Membuat permintaan perawatan/ membuat surat tugas Jadwil service dan jadwal 15 Meanit Pemuntaan perawatan
pembayaran kencdargan dinas sesuai dengan yang pembayaran pajak kencaraan roda empat
dijadwalkan 1
3 |Menenma dan men2iti permintaan perswatan dan Permintaan 2 menit Permintaan perawatan
pembayaran kendarazn dinas perawatan/draft surat kencaraan reda empat
tugas
4 IMenenma, menyatujui permintaan perawatar kendaraan| 4 Permintaan 5 Menit Famuntaan perawatan
dan pembayaran pajak kendaraan _ﬁ perawatan/dralt surat kencaraan roda empat
[ tugas
5 [Melaksanakan perawatan dan perbakan kendaraan persetujuan 120 menit Kendaraan yang telah
dan mengurus /| membayar perpanjangan pajak yang perawatan/surat tugas, terawat dan pajak sudah
telah habis masa berlakunya dan rnelaporcan kepada| STNK, BPKB ( jika dibayarkan
Kasubag Keuangan Aset diperiukan )




Nomor SOP 08.2.6 Zgg [;—v /gh:g ,ﬁ;mug 2026

Tanggal Pembuatan T A0 2uas

Tanggal Revisi 19 20  Jo3s

Tanggal Pengesahan 24 4uM|  20en
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS s

BADAN PERENCANAAN PEMBANCGCUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH

Bidang Sekretariat/ Subbag Keuangan dan Aset

Judul SOP
Surat Perintah Penyaluran Barang (SPB)

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahly  mMamiliki kemampuan pengolehan data sederhana

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 2. Mampu mengoperasikan komr puter
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaanﬂ

[3arang Milik Dzaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20168 Nemor 547)

|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. ATK
2. Komputer
3. Printer
Perirgatan |Pencatatan dar, pendataan

]Laporan Persed an Barang Pakai Habis




Mutu Baku
No. Uraian Frosedur Ketorangan
Kasubbag Bidang/Sekretariat JFU Kelengkapan Waktu Output
1 |Metuat surat permohonan permintsan Surat permintaar, barang| 15 Menit Nota permentaan
barang persediaan bl persediaan dan data barang persediaan
Py barang persediaan
2 |Memerikasa, menelis sural parmohnan b Surat permintaar barang| 15 Ment  draft surat penntah
|permintaan barang day membuat draf surat persediaan day dala pengeluaran barang
penntah pengeluaran barang meneruskan ::| barang persediaan
kepada Kasubbag Keuangan dan Aset r—

3 |Menerima. menyetujui dan menandatangani Surat Pernah 2 menit surat penntah
sural perimtah pengeuaran barang sesuai pengeluaran barang pengeluaran barang |
dengan ketersediasn harang di gundang persediaan dal gudang (SPB)

|
L
S [Menyalurkan barang sesuai dengan nota Sural Perimah 120 menit pendistribusian
permintaan barang pengeluaran barang barang persediaan
persediaan dar gudang sesuai surat penniah
Frem—
selesai pengsiLaran barang |
— (SPB)
KEPALA BADAN AIRE NCANAAN PEMBANGUNAN
FISET DAN INOV, N KAPUAS

NIP. 19730611 199803 1 008




BADAN PERENCANAAN PEMBAh;GUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH

Elidang Sekretariat/ Subbag Keuangan dan Aset

Nomor SOP 100.3.6 /26 /S-v /mow [iawun _sesr
Tanggal Pembustan \1___durh anag
Tanggal Revisi 19 40 gvss
Tanggal Pengesahan 24  Awm ;lo‘ '/ o
Disahkan cleh Kepala Baddy Perencanan Peﬁ"abangunan

daninovasi Qternh

/’ Ll

Judul SOP Pembuatan Kartu inventhr s Ruangan (KIR) |

jDasar Hukum

Kualifikasi pelalisana

1. Peraturan Fresiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman

1. Memiliki kemampuan pengolatan data sederhane
2. Mampu mergoperasikan komputer

1 Barang tidak tercatat dengan benar
2 Pemeliharaan barang tidak dapat berjalan dengan baik

2

Pengelolaan Bararg Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

HNomaor 547)
IKeterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengusulan Pznghapusan Barang 1. ATK 5257
2.  SOP Penyimpanan Arsip 2. Komputer

3. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat berakibat Aplikasi BMD




PEMERINTAH ATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI| DAERAH

Bidang Sekretariat/ Subbag Keuangan dan Aset

{Nomor SQP 100.5.6 {'QQ [3-w [hm éﬁmu .‘g@
| Tanggal Pembuatan 11 _Agm 2685

Tangga! Revisi 19_4urit
Tanggal Pengesahar, At ¥
Disahkan oleh Kepala Ba nan Pembafgunan
vasi Daera
-

AHWAD M. SARIBI, #.5i, MT
NiF. 19730511 1 3 1006

Negara Repubfi Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

2 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelclaan Barang Miti
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomar 547)

2 Mampu mergoperasikan komputer

Judul SOP Pengajuan n Penghapusan Barang
[Dasar Hukum Kualifikasi pelaksara [
1. Paraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenintah {(Lembaran|1 Memiiiki kemampuan pengolahan data secerhana

Keterkaitan Peralatan/perieng n
SCOP Penyimpanan Arsip 1 ATK

2. Komputer

3 Printer
Peringatan P tatan dan p

Apabila SOP ini tidak dijalankan maxa dapat berakibat
1 Barang tidak tercatat dan akan banyak yang hilang karena tidak ada yang bertanggungjawab

2  Pskenaan akan terganggu karena barang yang rusak tidak dapat segera digant: dengan yang bary

Dokumen usulan penghapusan barang




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

Sekretariat

PWAE R s

A L T ra e (4

Tanggal Pembuatan 13 Ay so2b
| Tanggal Revisi 19 dum J0e%
Tanggal Efektif S [ [ Y
Disahkan Oleh Kepala
Ba Kabupaten K%uas
ribi, $.Si.,, M.T
803 1 006
Nama SOP l

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evalusi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tala Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah

1. §1- Semua Jurusan

2 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781)
4  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799)
5 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP PENYUSUNAN RENSTRA 1 Komputer/Laptop
2 SOP PENYUSUNAN DPA 2 Printer
3 SOP PENETAPAN KINERJA 3 Jaringan Internet
4  SOP PENYUSUNAN RKA 4 ATK
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1 Memperhatikan tahapan dalam Penyusunan Baik Penyusunan Dokumen
Perencanaan maupun Penyusunan Dokumen Penganqgaran

1 Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy sebagai data untuk arsip




PELAKSANA MUTU BAKY Katersngsn
KEGIATAN - s Perorca
lom e A FiPwyan | Kelongkapan dan Feraletan Wt Ouaput
: b] i 2 3 4 ] ? A P
1. Menyiapkan bahan , data yang terkait program Agenda kerja 1 Hari Bahan Penyusunan -
kagiatan sirategis serta RFJMD Kab Kapuas { } Bahan, Data Rensira
ATK
2. Membuat konsep Rensira Gntuk Tima tahunan T T Rancangan Renslra idheri | Konsep Renstra [ 77T
yang didalamnya memuat : Komputer
» Pendahuluan * ATK
+ Gambaran palayanan SKPD 1
» 1su strategis pembangunan
¢ Vigi, Misi, tujuan dan sasaran
+ Arah kebijakan program dan kegiatan ;
* Target terukur output kegiatan :
3. Menyampaikan konsep kepada Sekretans untuk ¥ Konsep Rensira 30 menit | Konsep Renstra -
diperiksa, dicermati dan dijadikan bahan rapat [ }
— ir‘larf‘d e i eTE L AW e Sa 8 43 T 1 ———————_ A e R, —— e 4 e e oy 1a wae —
4, Rapat koordinasi mencakup pembagian tugas, : Konsep  Renstra, Ruang) 3 jam Pembagian tugas -
jadwal penyetesatan, Jadwal pertemuan progres H rapal, Makan, Minum, LCD, Penyusunan Renstra
raport Q Kompuler
hd

Renstradan jika belum akan dikembalikan untuk

dperbaki
Manggandakan dan mendistribusikan Dok
rensira

|8.” Menerima dan menyimpan Dokumen Renstra

sebagai dokumen dan arsip

[ S —

S

_ -

T UDokumen Renstrs

5. Membuat Rancangan Renstra dan i ; Konsep 'Rensta, Bahan dary 5 hari Rancangan Renstra
mangajukannys kepsda kepala untuk dinilas ! | :ap didang sesual pembagian
doan diperiksa ! i ugss. Komputar, ATK

6. Memeriksadan memberikan tandatangen Jika | * Rancangan Renstra 30 menit | Rancangan Akhir -
sudah baik diberikan tandatangan menjadi Buky ¢ Renstra

| Rancangan Akhir Renstra, SK
t Renstra OPD

P
L

172 menif

Yrad

Dokiznen Renstra

taspT




SOP: Peryusunan Dokumen Pelaksanagn Anggaran ( DPA)

Hasi Pembahasan Dewan

Dokumen RKA, Ruang  rapal,
Makan, Minum, LCD, Komputer

3jam

“ Dokumen RKA

. PELAKSANA NUTU BAKU e angan
KEGIATAN Powes | - _ .
Kepala JF T Prairyiasum Qulput
bomits m progre Kolengkapan dan Pcralatan Wakiu
. 1 2 3 () -] -] 1 §

1. Menyiapkan dokumen rencana kerjs anggaran RKA 15 menit Dokumen RKA &

(RKA) Jadwal Pembahasan
2. Pembanasan o Deawan ! Undangan Parmbanasan & jam

- Dokumen RKA, ATK, Komputer Hasil Pembahasan

3. Melakukan penyasuaian RKA termas Uk ahran Dokumen RIA, Komputer, ATK 1 jam Dok umen RICA

kas selelah pencermatan bersama TAPD Jadwal pencermatan

47 "Meieksanakan rapal internal atas penyesiaion o T T

Faolocopy, penjitidan

5. Menginput Hasil Pembahasan ke SIPD E-L o RKAATK Kormputer 77 T han Toral DA ™ T
6. Menandatangani DPA Draft DPA 1 Jam Draft DPA
TR e e e e u SRR SN ST S Y S
7. Mengandakan dan mendisiribusikan : Dokumen DPA, 3 harnt Dokumen OPA & Arsip

8.

Dt arsipkan

Emeanit

Dokumen DPA




SOP: Penyusunan penatapan Kinerja

PELAKBANA MUTU BAKY
. Eappmids ANl Muca ;:’m 'MW’M Pm_ . L Waktu [+ ¥ V1T
1 2 3 4 6
1. Menyiapkan dan menggandakan format Agenda kerja 15 manit | Bahan PK
{ampiran yang harus diis) meliputi: Larnpiran 1 ( ) Permen PAN No 29 Tahun
A 1B LAY 2010, Foto copy, ATK :
2. Menyampaikan dan mendigtribusikan format ¥ Bahan PK dan AKIP D W0 menit | Konsep PK
lampiran sesuai Permen PAN dan Reformasi E :
Birokrasi Nomor; 20 Tahun 2010. kepada |
masing masing bidang unluk diisi :
3. Mengumpulkan format lampiran yang telah Y 3 Konsep PX dan Akip i T0menit | Konsep PK
diisi oleh masing masing bidang : 1:':]
: i
"d4. Membual drafl Penetapan kirerja (FK) dan i - Konsep PK dan Akip TR han [ Wosep PK T
] Komputer, ATK
5 Penandatanganan PK ] Konsep PK dan Mam | PK
ATK ;
10. Menyimpan buku PK Buku PK dan Akip T menit Arsip

J




SOP: Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)

PELAKSANA MUTU
KEGIATAN Pampcans | sevEsapaen '
S soern | Mrcs | " ogan | Kelengkapan dan Peraistan | Walctu Ouput
1 : < 3 4 -1 ] : i
1. Membual rencana kerja panyusunan Agenda kerja 3 hari Rancangan RKA
Rencana Kevja Anggaran (RKA) Q
2. Melaksanakan rapat intarnal perhilungan rincian Konsap RKA, Ruang rapal, | 3 jam Konsep RKA
pemakaisn anggaran dari setiap kegiatan Makan, Minum. LCD, :
termasuk biaya natin Komputer, ATK i
3. Menginput RKA pade aplikasi SIPD j o Konsep RKA, ATK, 1 hari Dralt RKA, i
l Komputer
4, Mengeprind DPA Komputer, ATK 30 Menit | DPA
§. Tandatangan DPA o - DPAATK T Tdven | DPA B ”’
i
6. Mergandakan dan mendistribusikan DPA : Cokumen RKA, Komputer, | 3 hari Dokumen RKA
ATK
.?_Méiiy_lmp.a_nopﬂ-u‘ B e T it T TP -: e e e ‘Do‘kuum‘gm SR - - ] -3-- e .:i e —A-rsip.mur'_*n .ﬁﬁ--?‘,du, T ——
i ! H
i | |




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVAS| DAERAH

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

1086 /20 /s-v /ooy [awun anam ]

1 Audl spaw

Tanggal Revisi L1 su aeb
Tanggal Efektif L DA qunl 03B . &
Disahkan Oleh
Koordinasi, Penflendalian dan Evaluasi Penyusunan
Nama SOP Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat

Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Permendagri No. 86 Tahun 2017

W 5P g

Memahami Aplikasi SIPD

Memahami Jukiak dan Juknis Penyusunan Renja
Mampu Mengoperasikan Komputer
Mampu Menganalisa dan Menziaah Pekerjaan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1

Ceklis Verifikast
ATK

Perangkat Komputer
Printer

Jaringan Internet

L9 IR - ¥ LS I

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1




Prosedur : Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Rencana Xerja (RENJA| Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur Kabid. Bidang
SBU W g Pemarintahan dan
Pemerintahan dan U IFr e Prsyaratan / Eslengkapan Waktu Output
Pembangunan Manusia - Man m‘
Menrerima draf Xonsep Dokumen Rencana Rera OPD Thari  |Renja 02D
%erja (Renja) OPD Ungikup mwnnnmd-m I ] ___}I_ j1.>| | . D Permendagri 36 Tahun 2017
Pemerintahan dan Pembangunan M. i
Par 1 Tugas Rencana Tuprks) Bidang Pemerintahan Lhari |Terbenmukaya Sub : Tim
Kerja (Renja) sesual dengan Tupoks! JFT = PERTE danPembangunan Manusia |Asistensi Bidang Pemerintahan
yang membidangi } dan Pembangunan Manusia
i
Pelaksanaan Asistensi Dokumen Rencara Renja OPD 7 hari  |Renja OFD yang telah dikoreksi
Kerja (Renja) untuk koroksi dan perbaikan { l Parmendagri 86 Tahun 2017
Serbaikan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Rena OPD Koordinasl Bidang Thari  {Renja OPD yang telah dikoreksi
OPD (setelah dikoreksi) D s ———— Pengrintahan dan Pembangunan
Marusia yang 1elah dikoreis|
Pelaksanaan Asistensi Lanjutan (Finalisasi) Renp Lingiup Xoorainasi Bidang Thari  {Renja OPD yang telah dikoreksi
Femerintahan dan Pembangunan,
Ej Marusia yang telsh dikoreksi
Legalisasi dokumen Rencana Kerja (Renja} Renpa Linghup Koorginasi Bidang | 3 hari  {Renja OPD yang telah siap
melalui pembubuhan parat verifikator Pemerintanan dan Pembangunan untuk ditandatangani
R Marusia yang tefah dikoreks;
Penandatanganan Dokumen Rencana Kerja Renjy Linghup Koordinasi Bidang 2 hari |Dokumen Renja OPD
[Renja) OPO :], Perrerintanan dan Permbangunan
Mangsia yang sudah stap
diasstensidan sap
ditardatangam




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revis:

Tanggal Efekiif
Disahkan Cieh
[ §
Nama SOP Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar 1. Sarjana {51}
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Provinsi dan 2. Memahami peraturan perundangan yang terkait
Kabupaten/Kota. 3. Memahami sasaran dan capaian program
2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Memiliki kemampuan mengindetifikasi dan menganalisa persoalan
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu
Prosedur (SOP) Administrasi Pemeintahan 6. Memiliki kernampuan untuk berkoodinasi, berkomunikasi serta berkalaborasi dengan baik dalam tim
3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisterm Akuntabilitas
Instansi Pemerintah
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5  Peraturan Menter| Dalam Negerl Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6  Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas.
7 peraturan Bupati Kapuas Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsiserta Tata Kerja Badan Perenvanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Kapuas Kabupaten Kapuas.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah 1 Komputer PC/Laptop
2 Alat Tulis Kantor
3 Jaringan nternet
4 Program Kerja
5 Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
6 Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1 Dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan Kepala Perangkat Daerah menjadi pedoman |1 Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun harcopy

dalam menyusun RKA Perangkat Daerah




Prosedut | Kootdinus, Pengendalian dae Evatuasd Fengusunan Dokuniven Rencana Leja {RENJA] Perangha Daersh Mitea B dang Per shonotesen, SDOA, infrastiukiug dan Kewiluyahan

Pelaksans Mutu Baki
Uraian Prosedur GPD Mitra Bulang Kabhig, Hidang L
p?f::'::::;? Wy KT sz.:: :::‘A’ Yekretars Kaban Persyaratan f Kelenghapan Wakiy Oytput
Kewilayahar Wewilaywhan
Menenma draf Kensep Dokurnen Rencana 1 fepa{0D Than  |Renp OPD
Kes 1 {Renjad OPD Lingkup Koordinasi L ] E ] 1 I ] - 2 Permetdagri b6 Tahun 2037
Bidang Petskonomian, SDA, Infrastruktug [ 1
an Kewilayahan |
Pendelegasian Tugss Asistens: Rencana Tupchy Biang Perehonomian, 1hari {Terbemuknya Sub : Tem
Kt i {Renja | setual dengan Tepoks: HFT [ il E SOA, irante uktur dan Asistensi Bidang Perekonomian,
yang rmembidangi Kewilayahan SDA, imftastruktur dan
Kewilayehan
Petaknsvaan Axistensi Dakomen Aencana 1 Renja CPD Than HAenjs OPD yang telah dikorsien
Ket ja (Revga funtub koweksi dan perbaikan 2 Petmendagri 86 Tebun 101}
Perbakan Gohumen Rencana Kerja (Renja) Renja (P9 Koor dinasi Bidang T hare  [Renjs OPD yang telah dikor ek
OPD {seelat dikoreksi) Pervhonomaan, SDA. Infrastiuktur
dan Kewtayahan yang teleh
chikor skst
Pelaksanaan Asistens: Lanjutan (Finalisast) Aenja Lnghup Koordinasi Bidang Fhati |Renjs {PD vang telah dikorehsi
Parekoromian, 504, Infrastruktur
dan Kevalayahan yang 1elah
dikor ek
Leg#lisans dwurne): Rencana Ketja ‘Renjat Renija gl Koordiness Bidang 3hace {Renjs GPD yang telah vap
melaln perhobunan parat venfikator Perekororman. SOA, infrastroktu untuk ditendatangani
\ dan Kewtayahan yang trlah
[:J N kot shse
Frilandatanganan Dokumnien Rencana Renja Ligkup kool dinasi Bidang 2 hari {Dokumens Renja BP0

Kefja iRenp) DPD

Per phoroman, SUA, Infastruktur
dan Kewayahan yang sudah sap
diguslevs) dan stap
detaridatangaty




Nomor SOP .36 /20 /s-v/ pamw /1aWun_avas
Tanggal Pembuatan 11 dunl stee
Tanggal Revisi 19 4um 200
Tanggal Efektif 24 Agny sten  Af) 2
Disahkan Oleh
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
MONITORING, EVALUAS| DOKUMEN PERENCANAAN
Nama SOP PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 1. Memahami Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Penvusunan Standar 2. Memahami peraturan perundangan vang terkait
Operasional Prosedur (SOP} Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Provinsi dan 3. Memahami sasaran dan capaan program
Kabupaten/Kota. 4. Memiliki kemampuan mengindetifikasi dan menganalisa persoalan
3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 6. Memiliki kemampuan untuk berkoodinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim
Prosedur (SOP) Administrasi Pemeintahan
4 . Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiiitas
Instansi Pemerintah )
5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan langka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan langka
Manengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan langka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan langka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas.
g8  Peraturan Bupati Kapuas Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Perenvanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Kapuas Kabupaten Kapuas.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1.  SOP pengendalian dan evaluasi arsip 1 Komputer PC/Laptop
2 Alat Tulis Kantor
3 Jaringan internet




Program Kerja
3 Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan ;

1 Jika prosadur tidak dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan monitaring, evaluasi dokumen 1. Laporan Monitoring dan Evuasi terdokumentas: dengan baik dalam bentuk soficopy maupun harcopy
Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam tidak dapat berjalan dengan lancar




Promeds  Pelaisanaan Momtoring. Pvaliess dan Pelapodar Didang Pe skonovraan, SOA, Infrastroktr den Kewilayehan

Mty Baer
e Ut aian Prosedut ¥abid: Becany Kot
i Y P::m'x"‘ Kaban Parsyaratan [ Kefehghapan Wakty Chrtut
Kewlayahan

1 |JF) redakokan Pevsiapen Data Pelakianaan Data Program/Kegiatan OPD Mbira T harnt Laporar
Monitor:ng, Evaduact dan Pelaparan Bidang Bidang Perskonomian, S0A
Perehonomsan, SOA, infrastrukter dan Weir oty ukTan dao Kewodayahan
Kewilayahan

2 IR0 Membuat padwal prtakianaan monaoding Menyimun indwat pelaksanaan 3 han Lapoz g7
dan evaluas: dan menyerahkan kepada JFT Y Maonitoring dan fvalursi Bedang
untuk ditekti Jeth lapwt dan melanqutkan ; Pes onomian. SDA, Intrasrukiu
kepads kepata Brdang B dan Kowilsyahan

3 [Repala Bidang merelapkan rumusan laciwatl Pelaksanzan Mondoning dan | 7han [ladwal Mondtosing dan Evaluasi
manitorng den evaluasi untuk dilabsanksn SV SR Evaluast flidang Per skomormean, S54 Metra Bidang Peceiononuan,
bersama Bideng Perekonomian, STA, wfrasiruktur dan Kewilayshan SDA. iInfrastruktue dan
infrastrukiur dan Kewilayaban : Kewilayahan

4 |¥mpals Badan mendiskusien jadwat . fatwal Pelaksansan Montoeing dan | Thari  [Jadwal Monitoring dan evaluass
pelakarsan monitoning dan Eyaluss derams ; Evaluas: Bidang Pe ehowserman, S04, yang Tatah duepakdts
dengan Bidang Perskonomian, SDA efavtruktur dan Kewdayahars
tnfrastrukius dan Kewitayahan

5 pPelakuarman Monitoring dan Evatuas: Bidang 5 Sun a3t Penugasan dan Kepata Badan 7 hari Laprear
jPerekenonman, SDA, nflastraktur dan [P - RIS S ]
Kewilayahari

& IV mendokumentasikan hasil montoring dan Thokurmerttas: dan Laporan 7 haty tapatar

Evahuast




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH

BIDANG RISET DAN INOVASI

Nomor SOP

'Im.é.f-(hggs-v / Bl Zgamm 259

Tanggal Pembuatan 3
Tanggal Revisi B P L, ) a &
Tanggal_ Efektif 24_qum 2095 [ ]
Disahkan Oleh Kepala penda Kabupaten Kapuas
AH MUHAMMAP SARIBI, S.Si MT
IP. 197305141998081006
Nama SOP Implementasi Inovasi dan Teknologi

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

2. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan
Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Badan Riset Nasional Nomer 5§ Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset
dan Inovasi Daerah

5. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas

6 Peraturan Bupali Kapuas Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas

. Memahami Peraturan tentang Implementasi Inovasi dan Teknologi
. Memahami prosedur kerja;
. Menguasai penggunaan aplikasi perkantoran.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP Implementasi Inovasi dan Teknologi

1. Komputer dan Kelengkapannya

Laporan dan Dokumen
ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1 Agar memperhatikan petunjuk teknis Implementasi Inovasi dan Teknologi

1. Kemendagri pada laman Indeks Inovasi Daerah Dalam Innovative Government Award

(IGA)




Implementasi Inovasi dan Teknolog :

Menit

No. Uraian Prosedur Pz A Ket
Pengadministrasi IF P Kepala Badan Persyaratan / Waktu Output
1 |Persiapan Rencana dan Jadwal Kegiatan > DPA SKPD 60 Menit
implementasi Inovasi dan Teknologi > Agenda Kerja Dispaosisi
2 [Menyusun Draf Rencana dan Jadwal v > 60 Menit [Rencana dan Jadwal
¥egiatan Koordinasi terkait data Innovative > Permendagri Kegiatan Koordinasi
Government Award (1GA) > Perda terkait data Innovative
> Perbup Government Award
3 [Menetapkan Petugas Pelaksana dan Tanggal > Nama-nama Petugas | 30 Menit {Daftar Nama Petugas
Koordinasi terkait data innovative Koordinasi [Xoordinasi
Government Award {IGA) > Agenda Kerja
€ > Undang-undang
> Permendagri
4 [Mempersiapkan Draf Konsep SPPD Petugas > Undang-undang 60 Menit {Draf Surat Tugas dan
Koordinasi terkait data innovative > Permendagri SPPD Petugas
Gavernment Award (1GA) > Perda
> Perbup
5 |Mempersiapkan Alat dan Bahan Koordinast > Alat Tulis, Kertas, 60 Menit [Tersedianya alat dan
terkait data Innovative Government Award Komputer, Printer bahan kertas
(IGA) dan Mengetik Konsep Draf Surat Tugas v
dan SFPD
6 |Mengoreksi Surat Tugas SPPD Petugas > Undang-undang 30 Menit [Draf Surat Tugas dan
Koordinasi terkait data innovative > Permendagri SPPD Petugas
Government Award (IGA) > Perbup
> Perda
7 |Menyampaikan Surat dan SPPD Tugas dan > Nota Persetujuan 30 Menit {Surat Tugas dan SPPD
SPPD Petugas Koordinasi terkait data > Draf Surat tugas, SPPD Petugas Koordinasi data
Innovative Government Award (1GA) Kepada ) Innovative Government
Pimpinan Award (1GA)
8 |Melaksanakan Koordinasi terkait data > Agenda Kerja 4320 |[Surat Tugas dan SPPD
Innovative Government Award (IGA) > Undang-undang Menit  [Petugas Koordinasi data
<€ > Permendagri linnovative Government
> Perda Award (IGA)
> Perbup
Total Waktu ZHEN




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

BIDANG RISET DAN INOVASI

Nomor SOP

R VW T R g

Tangga! Pembuatan : 11' Am_m
Tanggal Revisi S 1" Auth

Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

24 w3035 3
Kepala Bfipperida Kabupatep Kapuas
f

-

MUHAMMAD BARIBI, 8.8i, MT
IP. 197305111%98081006

Nama SOP Kajian Bidang Penelitian dan Pengembangan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi

-

Memahami Peraturan Kajian Bidang Riset dan Inovasi

Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur|2.  Memahami prosedur kerja;
(SOP) Administrasi Pemernintahan 3. Menguasai penggunaan aplikasi perkantoran
2. Peraturan Badan Riset Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan
Inovasi Daerah
3. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas
4 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP Kajian Bidang Riset dan Inovasi 1 Komputer dan Kelengkapannya
2. Laporan dan Dokumen
3. ATK
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1 Agar memperhatikan petunjuk teknis Penyusunan Kajian Bidang Riset dan Inovasi 1. Dokumen Kajian Bidang Riset dan Inovasi
2. Rekomendasi Kajian Riset dan Inovasi




Kajian Bidang Riset dan Inovasi

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Ket
Pengadministrasi
- Urmlm JF P Kepala Badan | Persyaratan / Kelengkapan Wakty Qutput
1 [Persiapan rencana dan jadwal kegiatan -DPA PD
kajian Bidang Riset dan Inovasi - Agenda kerja &0 menit |Disposisi
2 |Membuat konsep dan jadwal kegiatan Undang-undang, Laporan draf konsep
kajian perrendagri, Perbup, perda | 120 menit [rencana dan jadwal
kegiatan kajian
3 |Mempersiapkan alat dan bahan untuk Alat tulis, kertas, komputer, Tersedianya alat dan
kegiatan Kajian . printer 60 menit |bahan penunjang
kaiiam
4 |Mempersiapkan konsep naskah SK Tim Undang-undang, Draf naskah SK Tim
Peneliti kajian permendagri, perbup, perda o0 kajian
menit
5 |[Mengoreksi SK Tim Peneliti kajian Undang-undang, Draf naskah SK Tim
permendagri, perbup, perda kajlan
30 menit
6 |Pengajuan SK Tim Peneliti Kajian dan paraf v - Draf SK Tim Draf naskah SK Tim
koordinasi - Map 30 menit kajian
7 [Menandatangani SK Tim Peneliti Kajian - Draf SK Tim Kajian SK Tim kajian
- Nota di
g 30 menit
B |Memberikan SK, cap stempel dan ¢ - Cap stempe! SK Tim Kapian
menyampaikan SK Tim, sesuai nama dan SK - Agenda surat §0 menit
Tim
9 |Memimpin rapat-rapat Tim sebelum Undang-undang, - Agenda kerja
pelaksanaan kajian permendagri, perbup, perda &0 menit |- Rencana pelaksanaan
Kajian

Total Waktu 570 menit




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

18 Sy Sbap

Tanggal Efektif 24 Judy_apes [f]
Disahkan Oleh Kepala B i apuas
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN /
RISET DAN INOVASI DAERAH
AHMAD MUHAMMAD SARIBI, S.Si, MT
BIDANG RISET DAN INOVASI NI 081006

Nama SOP Kerjasama Penelitian

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana ;

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Badan Riset Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset
dan Inovasi Daerah

3. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Risetdan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas

4. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas

. Memahami peraturan kerjasama riset
2. Memahami prosedur kerja;
. Menguasai penggunaan aplikasi perkantoran

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP Kerjasama Riset

Komputer dan Kelengkapannya
Laporan dan Dokumen

. ATK

Peringghn :

Pencatatan dan Pendataan :

1 Agar memperhatikan petunjuk teknis kerjasama Riset

Dokumen Kerjasama Riset
Rekomendasi kerjasama Riset




Kerjasama Riset :

Pelaksana Mutu Baku
No. Uralan Prosedur ; = 7 Ket
Peruzd"r:rr:strasr IF i Kepala Badan | Persyaratan / Kelengkapan Waktu Qutput
1 [Persiapan Rencana dan Jadwal Kegiatan >DPA PD 30 Menit
Kerjasama Riset > Agenda Kerja Disposisi
2 |Menyusun Konsep Draf kerjasama > 60 Menit |Rencana dan Jadwal
v > Parmendagri Kegiatan Koordinasi
> Perda dan Monitoring
> Perbup
3 |Persiapan Bahan, Alat dan Tempat Tim > Nama-nama 60 Menit |Daftar Nama Petugas
kerjasama Riset v > Agenda Kerja Koordinasi dan
> Undang-undang Monitoring
> Permendagri
> Perbup
4 |Menyusun Jadwal Pertemuan Rapat > Undang-undang 120 Menit |Draf Surat Tugas dan
koardinasi, Jadwal Pertermuan dengan lintas > Permendagri SPPD Petugas dan
OPD,Lembaga dan unsur sumber sesuai < > Perda laporan jadwal
kewenangan serta Jadwal ekspose > Perbup
5 |Menyusun Rencana dan Jadwal Koordinasi > Alat Tulls, Kertas, 60 Menit |Laporan draft
dalam dan Luar Daerah Komputer, Printer rencana dan jadwal
€ koordinasi
6 [Mempersiapkan Surat Tugas dan SPPD > Undang-undang 60 Menit [Surat Tugas dan SPPD
dalam Rangka Koordinasi Dalam dan Luar > Permendagri Petugas Koordinasi
Daerah Kegiatan > Perda dan Monitoring
> Perbup
7 |Koreksi Konsep Surat Tugas dan SPPD > Nota Persetujuan 30 Menit  {Surat Yugas dan SPPD
Kegiatan Koordinasi dalam dan Luar Daerah > Draf Surat tugas, SPPD Petugas Koordinasi
Kegiatan < dan Monitoring
8 |Permintaan Persetujuan Kepada Pimpinan > Nota Persetujuan 30 Menit  {Surat Tugas dan SPPD
> Program Kerja Petugas Koordinasi
> > Peraturan-peraturan dan Monitoring
9 [Melaksanakan Koordinasi terkait Riset > Agenda Kerja 4.320 Menit {Surat Tugas dan SPPD
- > Undang-undang Petugas Koordinasi
> Permendagri dan Monitoring serta
> Perda laporan hasil
> Perbup koordinasi Riset
Total Waktu 4770 Menit




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH

BIDANG RISET DAN INOVASI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan ' 20 /s-y Jean
Tanggal Revisi 19 un o HL_20¢
Tanggal Efektf 24 ———]
Disahkan Oleh - =2 "
Kepala B :P
AHMAD MUHAMM
P. 19730811 100 1B, S.5i, MT
Nama SOP 5111998081008

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Pembu
atan Rekomendasi ljin Penelitian

1.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur {SOP) Administrasi Pemerintahan

2. Memahami prosedur kerja;

1. Memahami Peraturan Rekomendasi ijin Penejjjia
n

3. Menguasal penggunaan aplikasi perkantoran

1

2 Peraturan Badan Riset Nasional Nomar 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset
dan Inovasi Daerah
3 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daeran Kabupaten Kapuas
4 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP Pembuatan Rekomendasi ljin Penelitian 1 Komputer dan Kelengkapannya
2 Laporan dan Dokumen
3. ATK
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Agar memperhatikan petunjuk teknis Pengajuan Rekomendasi ljin Penelitian

1. Pencatatan secara elektronik dan manual

Rekomendas) liin Peneiitian

""’“,’}Er-:-

b



Pembuatan Rekomendasi ljin Penelitian ;

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Ket
Pengadministrasi
IF 1 K
Gk epala Badan Waktu Output
1 |menerima proposal permintaan - Undang-undang 10 menit |- proposal
rekomendasi izin Penelitian sesuai - Permendagri permohonan
rekomendasi Kepala Bapperida - Perbup
2 jmengkajl dan meneliti pgrsyara.ian SDA 1 it <DA
'permintun rekomendasi sesuai < i
3 |menyiapkan konsep rekomendasi - konsep
SDA 30 menit jrekomendasi
izin Penelitian
alat dan bahan kertas, draf tik net
komputer, printer B0 menit |,y o mendasi
izin Penelitian
4 |mengoreksi kembali hasil ketikan konsep - Undang-undang 30 menit }- rekomendasi
rekomendasi izin Penelitian serta paraf - Permendagri izin Penelitian
- Perbup
5 |menandatangani rekomendasi izin Undang-undang 30 menit SDA
Penelitian sesuai dengan proposal dan - Permendagri
pemahaman € - Perbup
6 |menyampaikan kepada pemohon temang - agenda no surat 30 menit SDA
rekomendasi izin Penelitian pengarsipan surat
- Cap stempel
Total Waktu 220 menit




Nomor SOP 8.6 /28 /4
Tanggal Perbuatan 17__Aurh 2025
Tanggal Revisi 19 Ayt 2eas
| Tanggal Efektif 24 Aul apa6
Disahkan Oleh
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
Ahmad Bluhammad Saffibi, 5.Si, M.T
Bidang Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah N Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ama SOP
(RKPD)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : ]
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 1. Memahami alur perencanaan pembangunan
Pembangunan Nasional 2. Memahami sistem perencanaan pembangunan daerah (RPJPD. RPJMD, RKPD, Renstra, Remnja)
Z.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 3. Terampil dalam menyusun draft kebijakan dan analisis data.
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang 4. Mampu menggunakan aplikasi SIPD dan sistem informasi perencanaan lainnya
Nomeor @ Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : —
1. RPJMD 1. Komputer/Laptop i
2. Renstra Perangkat Daerah 2. Printer/scanner
3. Renja Perangkat Daerah 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4 Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) 4 Flasdisk
5 Hasil Musrenbang (Desa/Kecamalan/Kabupaten) 5. Transportasi
6. Banner/Spanduk
7. Bahan Cetak Peraturan-Peraturan Terkait |
Peringatan : Pencatatan dan Pendatazn :
1 Keterlambatan “ahapan Dapat Mengganggu Jadwal Notulen
2. Penyusunan Tanpa Mengacu RPJMD/Renstra Dapat Mengakibatkan Berita Acara

Ketidaksinkronan

Surat-menyurat
Matrix Usulan

D hwN =

Rekapitulasi Usulan
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